
 
 
 

 
 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2022 

TENTANG 

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN MATRIKS AGENDA  

KELOMPOK KERJA SHERPA TRACK PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional 

Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan 

sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track Panitia Nasional 

Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;  

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua I Bidang 

Sherpa Track Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi 

G20 Indonesia Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu membentuk kelompok kerja Sherpa Track 

Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022; 

c. bahwa Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kelompok 

Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 

dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan  

kebutuhan dalam penyelenggaraan Presidensi G20 

Indonesia Tahun 2022, sehingga perlu disesuaikan dan 

disempurnakan; 

 

 

d. bahwa … 



 
 
 

 
 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 2 - 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian tentang Susunan Keanggotaan dan Matriks 

Agenda Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 

Indonesia Tahun 2022; 

 

Mengingat : 1.  Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

106); 

2. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  

Nomor 64); 

3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang 

Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan 

Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 

2019-2024;  

4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia 

Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi 

G20 Indonesia Tahun 2022; 

5. Peraturan … 
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5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEREKONOMIAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN 

MATRIKS AGENDA KELOMPOK KERJA SHERPA TRACK 

PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022. 

 

Pasal 1 

Membentuk Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 

Indonesia Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Kelompok 

Kerja. 

 

Pasal 2 

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

atas: 

a. Penanggung Jawab; dan 

b. Anggota. 

 

Pasal 3  

(1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a memiliki tugas: 

a. menghadiri pertemuan dan memimpin pertemuan 

tingkat Sherpa dan pertemuan lainnya yang terkait 

dengan Sherpa Track; 

b. mengoordinasikan substansi dan usulan prioritas 

Pemerintah Republik Indonesia pada Sherpa Track 

serta menyinergikan dengan Finance Track; 

c. membantu … 
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c. membantu pelaksanaan tugas Ketua Bidang Sherpa 

Track; 

d. mengoordinasikan penyusunan rencana induk dalam 

rangka penyelenggaraan rangkaian pertemuan 

Sherpa Track pada Presidensi G20 Indonesia; 

e. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan 

pertemuan KTT G20 Tahun 2022, pertemuan tingkat 

Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan 

tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan 

tingkat Working Group, pertemuan tingkat 

Engagement Group, program Side Events, dan 

program Road to G20 Indonesia 2022 bekerja sama 

dengan Troika G20, negara anggota G20, dan 

organisasi internasional;  

f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua 

Bidang Sherpa Track; dan 

g. menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta 

laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan kepada 

Ketua Bidang Sherpa Track. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, Penanggung Jawab 

dibantu oleh Anggota Penanggung Jawab.  

(3) Anggota Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mempunyai tugas: 

a. membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab; dan 

b. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan 

oleh Penanggung Jawab. 

(4) Susunan keanggotaan Penanggung Jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan Anggota Penanggung Jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri Koordinator ini.  

Pasal 4 … 
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Pasal 4 

(1) Anggota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, 

terdiri atas : 

a. Parliament 20 dan Supreme Audit Institution 20 

(Engagement Group); 

b. Bidang Working Group dan Initiative; dan 

c. Bidang Engagement Group. 

(2) Parliament 20 dan Supreme Audit Institution 20 

(Engagement Group) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki wewenang: 

a. menyusun dan merumuskan substansi dan strategi; 

b. melakukan persiapan, penyelenggaraan dan 

memimpin pelaksanaan rangkaian pertemuan; dan 

c. memberikan masukan, pendapat, dan rekomendasi 

kepada Penanggung Jawab;  

terkait pelaksanaan rangkaian pertemuan pada 

Engagement Group di bawah Presidensi G20 Indonesia 

Tahun 2022, pada bidang tugas parlemen dan lembaga 

pemeriksa keuangan negara.  

(3) Bidang Working Group dan Initiative dan  Bidang 

Engagement Group sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun dan merumuskan substansi dan strategi 

koordinasi pelaksanaan rangkaian pertemuan pada 

Working Group dan Engagement Group di bawah 

Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022; 

b. melakukan persiapan, penyelenggaraan, dan 

memimpin pelaksanaan rangkaian pertemuan pada 

Working Group dan Engagement Group di bawah 

Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022; 

c. menyampaikan … 
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c. menyampaikan masukan, pendapat, dan 

rekomendasi kepada Penanggung Jawab terkait 

pelaksanaan rangkaian pertemuan pada Working 

Group dan Engagement Group di bawah Presidensi 

G20 Indonesia Tahun 2022;  

d. melakukan evaluasi rangkaian pertemuan pada 

Working Group dan Engagement Group di bawah 

Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;  

e. menyiapkan strategi dan/atau melaksanakan kerja 

sama terkait dukungan pendanaan dalam rangka 

pelaksanaan rangkaian pertemuan pada Engagement 

Group di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 

2022; dan 

f. melakukan tugas terkait lainnya dalam rangka 

koordinasi pelaksanaan rangkaian pertemuan pada 

Working Group dan Engagement Group di bawah 

Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. 

(4) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.  

 

Pasal 5 

(1) Setiap Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 melaksanakan Matriks Agenda Kelompok Kerja 

Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Menteri Koordinator ini. 

(2) Matriks Agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat Kelompok Kerja, Agenda Prioritas (Priority 

Agenda), dan Jadwal Pertemuan. 

(3) Perubahan … 
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(3) Perubahan terhadap Matriks Agenda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 

berdasarkan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua I Bidang 

Sherpa Track Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi 

G20 Indonesia Tahun 2022. 

 

Pasal 6 

(1) Setiap Chair/Co-Chair/Alternate Chair Kelompok Kerja 

menyampaikan laporan untuk setiap penyelenggaraan 

Pertemuan sebagaimana tercantum dalam Matriks Agenda 

kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku 

Ketua I Bidang Sherpa Track Panitia Nasional 

Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Laporan Persiapan; dan  

b. Laporan Pelaksanaan. 

(3) Laporan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja 

sebelum penyelenggaraan acara, yang meliputi: 

a. Agenda dan pengaturan administratif (administrative 

circular); 

b. Agenda Prioritas yang diusung; 

c. Pokok pembahasan (issue notes), latar belakang 

pembahasan (background brief), pengaturan 

pertemuan; 

d. Catatan pimpinan sidang (chair’s note) dan kertas 

kerja (run sheet); 

e. Pengaturan pembicara dan intervensi utama (lead 

intervention); 

 

f. Draf … 
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f. Draf siaran pers atau materi jumpa pers; dan  

g. Hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan 

acara. 

(4) Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja 

setelah penyelenggaraan acara, yang meliputi: 

a. Notulensi acara (minutes of meeting); 

b. Posisi atau intervensi setiap negara dan organisasi 

internasional; 

c. Catatan terhadap isu legasi yang dapat dijadikan 

manfaat nyata (concrete deliverables) bagi Indonesia; 

d. Tindak lanjut (way forward) pertemuan selanjutnya; 

e. Catatan terhadap perbedaan pendapat (conflicting 

issues) yang perlu dinegosiasikan lebih lanjut;  

f. Siaran pers atau materi jumpa pers; 

g. Kesimpulan sidang (chair’s summary) dan analisis 

hasil dari negosiasi;  

h. Tindak lanjut (follow-up) dengan Troika, anggota 

negara G20, negara undangan, dan organisasi 

internasional; dan 

i. Hal-hal lain yang terkait dengan hasil pelaksanaan 

acara. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan melalui aplikasi elektronik Document 

Management System (DMS) yang terintegrasi pada website 

www.g20.org. 

(6) Kementerian/Lembaga Focal Point Working Group dan 

Lembaga Tinggi Negara/Kementerian/Lembaga  

Pengampu Engagement Group: 

 

a. mendapatkan … 

http://www.g20.org/
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a. mendapatkan akses atas laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1); dan 

b. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 

Pertemuan sebagaimana tercantum dalam Matriks 

Agenda. 

(7) Lembaga Tinggi Negara/Kementerian/Lembaga  

Pengampu Engagement Group sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Menteri Koordinator ini. 

 

Pasal 7 

Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 

diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan dalam 

masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). 

 

Pasal 8 

Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, 

pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, dan 

pihak lain yang dipandang perlu. 

 

Pasal 9 

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b  

bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Bidang I Sherpa Track Panitia Nasional 

Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, melalui 

Penanggung Jawab secara berkala atau sewaktu-waktu 

diperlukan. 

 

Pasal 10 … 
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Pasal 10 

Kelompok Kerja bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.  

 

Pasal 11 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang 

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

Kedudukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dalam Parliament 

20, Ketua dan Wakil Ketua  Badan Pemeriksa Keuangan dalam 

Supreme Audit Institution 20 tidak mengurangi kedudukan dan 

wewenang masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 13 

Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 120 Tahun 2021 

tentang Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia 

Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

Pasal 14 … 
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Pasal 14 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 17 Februari 2022 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

AIRLANGGA HARTARTO 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN    MENTERI    KOORDINATOR 

BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK 

INDONESIA  

NOMOR 27 TAHUN 2022 

TENTANG 

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN MATRIKS 

AGENDA KELOMPOK KERJA SHERPA 

TRACK PRESIDENSI G20 INDONESIA 

TAHUN 2022 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SHERPA TRACK   

PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022 

 

A. PENANGGUNG JAWAB  

Penanggung 

Jawab 

: 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi 

Internasional, Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian;  

2. Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk 

Penguatan Program-Program Prioritas, 

Kementerian Luar Negeri; 

Anggota 

Penanggung 

Jawab 

: 1. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, 

Kementerian Luar Negeri; 

2. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Bidang Konektivitas, 

Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  

3. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

dan 

4. Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan 

Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri. 
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B. ANGGOTA  

1. Parliament 20 dan Supreme Audit Institution 20 (Engagement Group) 

NO NAMA/JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

1 Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia 

Chair Parliament 20  

2 Ketua Badan Pemeriksa 

Keuangan 

Co-Chair Supreme Audit Institution 20 

3 Wakil Ketua Badan 

Pemeriksa Keuangan 

Co-Chair Supreme Audit Institution 20 

4 Sekretaris Jenderal Badan 

Pemeriksa Keuangan 

Alternate Chair Supreme Audit 

Institution 20 

5 Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Kerja Sama 

Internasional Badan 

Pemeriksa Keuangan 

Alternate Chair Supreme Audit 

Institution 20 

 

2. Bidang Working Group dan Initiative 

NO NAMA/ JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

Agriculture Deputies Meeting 

1 Sekretaris Jenderal, Kementerian 

Pertanian 

Chair Agriculture Deputies 

Meeting 

2 Kepala Biro Kerja Sama Luar 

Negeri, Kementerian Pertanian 

Alternate Chair Agriculture 

Deputies Meeting 
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NO NAMA/ JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

Anti-Corruption Working Group 

1 Sdr. Rolliansyah Soemirat, 

Kementerian Luar Negeri 

Chair Anti-Corruption Working 

Group  

2 Deputi Bidang Informasi dan 

Data, Komisi Pemberantasan 

Korupsi 

Alternate Chair Anti-Corruption 

Working Group 

Development Working Group 

1 Deputi Bidang Pendanaan 

Pembangunan, Kementerian 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Chair Development Working Group 

2 Direktur Kerja Sama Pendanaan 

Multilateral, Kementerian 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Alternate Chair Development 

Working Group 

Digital Economy Working Group 

1 Sekretaris Jenderal, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 

Chair Digital Economy Working 

Group 

2 Staf Khusus Menteri Komunikasi 

dan Informatika Bidang Digital 

dan Sumber Daya Manusia, 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika 

Alternate Chair Digital Economy 

Working Group 

Employment Working Group 

1 Sekretaris Jenderal, Kementerian 

Ketenagakerjaan 

Chair Employment Working Group 

2 Kepala Biro Kerja Sama, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Alternate Chair Employment 

Working Group 
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NO NAMA/ JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

Education Working Group 

1 Direktur Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan, 

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

Chair Education Working Group 

2 Kepala Badan Standar, 

Kurikulum, dan Asesmen 

Pendidikan, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi 

Alternate Chair Education 

Working Group 

Energy Transitions Working Group 

1 Staf Ahli Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Bidang 

Perencanaan Strategis, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

Chair Energy Transitions Working 

Group 

2 Kepala Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Energi 

dan Sumber Daya Mineral, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

Alternate Chair Energy 

Transitions Working Group 

Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working 

Group 

1 Direktur Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

Co-Chair Environment Deputies 

Meeting and Climate 

Sustainability Working Group 
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NO NAMA/ JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

2 Direktur Jenderal Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

Co-Chair Environment Deputies 

Meeting and Climate 

Sustainability Working Group 

Health Working Group 

1 Sekretaris Jenderal, Kementerian 

Kesehatan 

Co-Chair Health Working Group 

2 Direktur Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit, 

Kementerian Kesehatan 

Co-Chair Health Working Group 

3 Direktur Jenderal Kefarmasian 

dan Alat Kesehatan, Kementerian 

Kesehatan 

Co-Chair Health Working Group 

4 Staf Ahli Menteri Kesehatan 

Bidang Teknologi Kesehatan, 

Kementerian Kesehatan  

Alternate Chair Health Working 

Group  

5 Staf Khusus Menteri Kesehatan 

Bidang Tata Kelola 

Pemerintahan, Kementerian 

Kesehatan  

Alternate Chair Health Working 

Group 

6 Staf Khusus Menteri Kesehatan 

Bidang Ketahanan Industri Obat 

dan Alat Kesehatan, Kementerian 

Kesehatan 

Alternate Chair Health Working 

Group 

Tourism Working Group 

1 Staf Ahli Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Bidang 

Pembangunan Berkelanjutan 

dan Konservasi, Kementerian 

Chair Tourism Working Group 
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NO NAMA/ JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Badan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

2 Direktur Hubungan 

Antarlembaga, Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Badan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

Alternate Chair Tourism Working 

Group 

Trade, Investment, and Industry Working Group 

1 Direktur Jenderal Perundingan 

Perdagangan Internasional, 

Kementerian Perdagangan 

Co-Chair Trade, Investment, and 

Industry Working Group 

2 Direktur Jenderal Ketahanan, 

Perwilayahan, dan Akses Industri 

Internasional, Kementerian 

Perindustrian 

Co-Chair Trade, Investment, and 

Industry Working Group 

3 Deputi Bidang Kerja Sama 

Penanaman Modal, Kementerian 

Investasi/Badan Koordinasi 

Penanaman Modal 

Co-Chair Trade, Investment, and 

Industry Working Group 

EMPOWER Initiative 

1 Asisten Deputi Peningkatan 

Partisipasi Lembaga Profesi dan 

Dunia Usaha, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Co-Chair EMPOWER Initiative 

2 Sdri. Yessie D. Yosetya, PT XL 

Axiata, Tbk. 

Co-Chair EMPOWER Initiative 
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NO NAMA/ JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

3 Sdri. Rinawati Prihatiningsih, 

Ikatan Wanita Pengusaha 

Indonesia  

Co-Chair EMPOWER Initiative 

 

3. Bidang Engagement Group  

NO NAMA/JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

Business 20 

1 Sdri. Shinta Widjaja Kamdani, 

Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia 

Chair Business 20 

Civil 20 

1 Sdr. Sugeng Bahagijo, 

International NGO Forum on 

Indonesian Development  

Co-Chair Civil 20 

2 Sdr. Fabby Tumiwa, Institute for 

Essential Services Reform  

Co-Chair Civil 20 

3 Sdr. Ah Maftuchan, The Prakarsa Co-Chair Civil 20 

4 Sdri. Risnawati Utami, OHANA 

Indonesia  

Co-Chair Civil 20 

5 Sdri. Herni Ramdlaningrum,  

The Prakarsa  

Co-Chair Civil 20 

6. Sdr. Aryanto Nugroho, Publish 

What You Pay Indonesia 

Co-Chair Civil 20 

7. Sdri. Rachmi Hertanti Co-Chair Civil 20 
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NO NAMA/JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

Labour 20 

1 Sdri. Elly Rosita Silaban, 

Konfederasi Serikat Buruh 

Seluruh Indonesia  

Chair Labour 20 

2 Sdri. Maria Emeninta, 

Konfederasi Serikat Buruh 

Seluruh Indonesia  

Alternate Chair Labour 20 

3 Sdr. Rekson Silaban, Konfederasi 

Serikat Buruh Seluruh Indonesia  

Alternate Chair Labour 20 

Science 20 

1 Sdr. Satryo Soemantri 

Brodjonegoro, Akademi Ilmu 

Pengetahuan Indonesia  

Co-Chair Science 20 

2 Sdr. Bambang Susantono, Asian 

Development Bank 

Co-Chair Science 20 

3 Sdr. Mego Pinandito, Badan Riset 

dan Inovasi Nasional  

Alternate Chair Science 20 

4 Sdr. Mohammed Ali Berawi, 

Center for Sustainable 

Infrastructure Development, 

Universitas Indonesia 

Alternate Chair Science 20 
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NO NAMA/JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

Think 20 

1 Sdr. Bambang P.S. Brodjonegoro, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Indonesia 

Co-Chair Think 20 

 

 

2 Sdr. Djisman S. Simandjuntak, 

Centre for Strategic and 

International Studies  

Co-Chair Think 20 

 

3 Sdri. Riatu Mariatul Qibthiyyah, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Indonesia 

Alternate Chair Think 20 

4 Sdr. Yose Rizal Damuri, Centre 

for Strategic and International 

Studies  

Alternate Chair Think 20 

Urban 20 

1 Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 

Co-Chair Urban 20 

2 Gubernur Provinsi Jawa Barat Co-Chair Urban 20 

Women 20 

1 Sdri. Hadriani Uli Tiur Ida 

Silalahi, Kongres Wanita 

Indonesia  

Co-Chair Women 20 

2 Sdri. Dian Siswarini, PT XL 

Axiata, Tbk. 

Co-Chair Women 20 
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NO NAMA/JABATAN 
JABATAN DALAM KELOMPOK 

KERJA 

Youth 20  

1 Sdr. Michael Victor Sianipar Co-Chair Youth 20 

2  Sdri. Gracia Paramitha Co-Chair Youth 20 

3 Sdri. Rahayu Saraswati 

Djojohadikusumo 

Co-Chair Youth 20 

4 Sdri. Nurul Hidayatul Ummah Co-Chair Youth 20 

5 Sdr. Budy Sugandy Co-Chair Youth 20 

6 Sdr. Indra Dwi Prasetya Co-Chair Youth 20 

 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

  

AIRLANGGA HARTARTO 
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KELOMPOK KERJA SHERPA TRACK PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022 
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A. BIDANG WORKING GROUP DAN INITIATIVE 

 

NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

1 Agriculture Deputies Meeting 1. Building A Resilient and Sustainable Food 

System and Agriculture 

2. Promoting An Open, Predictable, and 

Transparent Agricultural Trade to Increase 

Productivity 

3. Innovative Agri-Preneurial Through Digital 

Agriculture to Improve Livelihood of 

Farmers in Rural Areas 

1. Agriculture Market Information System (AMIS), 

23 Maret 2022  

2. 1st ADM, 30-31 Maret 2022  

3. Meeting of Agriculture Chief Scientists (MACS), 

Bali 6-8 Juli 2022 

4. 2nd ADM, Yogyakarta 27-29 Juli 2022 

5. The Agriculture Ministerial Meeting, Bali 6-

8 September 2022 

2 Anti-Corruption Working 

Group 

1. Public Participation and Anti-Corruption 

Education Programmes 

2. Supervisory and Regulatory Framework of 

Legal Professionals 

1. 1st ACWG Meeting, Jakarta 28-31 Maret 2022  

2. 2nd ACWG Meeting, Bali 5-8 Juli 2022 

3. 3rd ACWG Meeting, Australia 26-29 September 

2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

3. Promoting Corruption-Risk Management in 

Renewable Energy 

4. Enhancing the Role of Auditing in Tackling 

Corruption 

 

3 Development Working Group 1. Strengthening Recovery and Resilience to 

Withstand Future Crises  

2. Scaling-up The Implementation of 

Innovative Financing Instruments (Blended 

Finance) for Sustainable Development 

3. Renewing Global Commitment to 

Multilateralism for Sustainable 

Development 

4. Coordinating SDGs Achievement by The 

G20 

1. 1st DWG Meeting, Jakarta 24-25 Februari 2022 

2. 2nd DWG Meeting, Yogyakarta 24-25 Mei 2022 

3. 3rd DWG Meeting, Bali 10-11 Agustus 2022 

4. The Development Ministerial Meeting, Belitung 

7-9 September 2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

4 Digital Economy Working 

Group 

1. Connectivity and Post-COVID-19 Recovery 

2. Digital Skills and Digital Literacy 

3. Cross Border Data Flow and Data Free 

Flow With Trust 

1. 1st DEWG Meeting, Lombok 29-30 Maret 2022 

2. 2nd DEWG Meeting, Yogyakarta 17-18 Mei 

2022 

3. 3rd DEWG Meeting, Labuan Bajo 20-21 Juli 

2022 

4. 4th DEWG Meeting, Bali 29-30 Agustus 2022 

5. G20 Digital Ministers’ Meeting, Bali 1-2 

September 2022. 

5 Education Working Group 1. Universal Quality Education 

2. Digital Technologies in Education 

3. Solidarity and Partnerships 

4. The Future of Work Post Covid-19 

1. 1st EdWG Meeting, Yogyakarta 16-18 Maret 

2022  

2. 2nd EdWG Meeting, 18-19 Mei 2022 

3. 3rd EdWG Meeting, 22-23 Juni 2022 

4. 4th EdWG Meeting, Bali 25 Juli 2022 

5. The Education Ministers Meeting, Bali 26 Juli 

2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

6. The Ministerial Meeting on Culture, Magelang 

21 September 2022 

6 Employment Working Group 1. Sustainable Job Creation Towards 

Changing World of Work 

2. Inclusive Labor Market and Affirmative 

Decent Jobs for Persons with Disabilities 

3. Human Capacity Development For 

Sustainable Growth For Productivity 

Improvement  

4. Adapting Labour Protection for More 

Effective Protection and Increased 

Resilience of All Workers  

1. 1st EWG Meeting, Jakarta 8-10 Maret 2022. 

2. 2nd EWG Meeting, Yogyakarta 10-12 Mei 2022. 

3. 3rd EWG Meeting, Geneva 13-14 Juni 2022. 

4. The 4th EWG Meeting, Bali 12-13 September 

2022. 

5. Labour Ministers Employment Meeting, Bali 14 

September 2022. 

7 EMPOWER Initiative 1. Accountability for G20 Empowerment KPIs 

Implementation 

1. 1st Plenary Meeting, 8 Maret 2022 

2. 2nd Plenary Meeting, Yogyakarta, 21-22 April 

2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

2. Women in SMEs as Drivers of Economic 

Growth: Context, Connect, and Change 

3. Building a Future-ready Economy by 

Increasing Involvement of Women in The 

Economy and Workforce Through 

Upskilling and Digital Enablement 

3. 3rd Plenary Meeting, 12-13 Juli 2022 

4. Ministerial Conference on Women's 

Empowerment, Bali, 31 Agustus – 1 September 

2022 

8 Energy Transitions Working 

Group 

1. Securing Energy Accessibility 

2. Smart and Clean Technologies Scaling-up 

3. Advancing Energy Financing 

1. 1st ETWG Meeting, Yogyakarta 24-25 Maret 

2022 

2. 2nd ETWG Meeting, Labuan Bajo 23-24 Juni 

2022 

3. 3rd ETWG Meeting, Bali 31 Agustus-1 

September 2022 

4. The Energy Transitions Ministerial Meeting, 

Bali 2 September 2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

9 Environment Deputies Meeting 

and Climate Sustainability 

Working Group 

1. Supporting More Sustainable Recovery 

2. Enhancing Land- And Sea-based Actions to 

Support Environment Protection and 

Climate Objectives 

3. Enhancing Resource Mobilization to 

Support Environment Protection and 

Climate Objectives 

1. 1st EDM-CSWG Meeting, Yogyakarta 22-23 

Maret 2022  

2. 2nd EDM-CSWG Meeting, Jakarta 20-21 Juni 

2022 

3. 3rd EDM-CSWG Meeting, Bali 29-30 Agustus 

2022 

4. Environment and Climate Ministerial Meeting, 

Bali 31 Agustus 2022 

 

10 Health Working Group 1. Building Global Health System Resilience 

2. Harmonizing Global Health Protocol 

Standards 

3. Expanding Global Manufacturing and 

Research Hubs for Pandemic Prevention, 

Preparedness, and Response 

1. 1st Health WG Meeting on Second Priority Issue, 

Yogyakarta 28-29 Maret 2022 

2. 2nd Health WG Meeting on First Priority Issue, 

Lombok 6-7 Juni 2022 

3. 3rd Health WG Meeting on Third Priority Issue, 

Bali 22-23 Agustus 2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

4. 1st Health Ministerial Meeting, Yogyakarta 20-

21 Juni 2022 

5. 2nd Health Ministerial Meeting, Bali 27-28 

October 2022 

6. Joint Health and Finance Ministers Meeting, 

Bali 14 November 2022  

11 Tourism Working Group Strengthening Communities and MSME as 

Tourism Transformation Agents – a People- 

Centered Recovery 

1. 1st Tourism WG Meeting, Labuan Bajo 10-11 

Mei 2022 

2. 2nd Tourism WG Meeting, Bali 23 September 

2022 

3. Tourism Ministerial Meeting, Bali 26 

September 2022 

12 Trade, Investment, and 

Industry Working Group 

1. WTO Reform 

2. The Role of Multilateral Trading System to 

Strengthen the Achievement of SDGs 

1. 1st TIIWG Meeting, Solo 29-31 Maret 2022 

2. 2nd TIIWG Meeting, Solo 6-9 Juni 2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

3. Trade, Investment, and Industry Response 

to the Pandemic and Global Health 

Architecture 

4. Digital Trade and Sustainable Global Value 

Chains 

5. Spurring Sustainable Investment for Global 

Economic Recovery 

6. Sustainable and Inclusive Industrialization 

via Industry 4.0 

3. 3rd TIIWG Meeting, Labuan Bajo 19-20 

September 2022 

4. The Trade, Investment, and Industry 

Ministerial Meeting, Labuan Bajo 21-23 

September 2022. 
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B. BIDANG ENGAGEMENT GROUP 

NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

1 Business 20 1. Embracing a Collaborative Recovery and 

Growth 

2. Boosting an Innovative Global Economy 

3. Forging An Inclusive and Sustainable 

Future 

1. B20 Inception Meeting, Jakarta 27-28 January 

2022 

2. B20 Task Force Meetings, February-Juli 2022 

3. B20 Summit, Bali 13 – 14 November 2022 

2 Civil 20 1. Vaccine Access for All 

2. Prevention and Handling of Gender-Based 

Violence 

3. Inclusive Climate Change Mitigation and 

Adaptation for Vulnerable Communities 

4. Fair and Transparent Transition of Energy 

from Fossil to Renewable Energy  

5. Social Protection for Vulnerable Groups 

1. C20 Kick-Off, Bali, 7-9 Maret 2022 

2. C20 High Level Dialogue with WG G20 and EG 

G20 (April-Mei 2022) 

3. C20 Face to Face Meeting, Yogyakarta, 

Agustus 2022 

4. C20 Policy Dialogue, Jakarta, 12-13 Juli 2022 

5. C20 Summit, Bali, 12-14 Oktober 2022 

6. Handover to C20 India, 2-3 Desember 2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

6. Sustainable Finance: Encouraging The 

Financial Industry to be Responsible for 

Environmental and Social Conditions 

7. Reform of A Fair World Taxation System 

3 Labour 20 1. Extending Employment Protection to 

Digital Platform Workers 

2. Decent Work and Universal Social Security 

Coverage 

3. Climate Change and Just Transition 

L20 Employment Summit Back-to-back Leader’s 

Summit, Bali 13 – 14 November 2022 

4 Parliament 20 1. Sustainable Development and Green 

Economy 

2. Healthy Economies, Healthy Society 

3. People Empowerment and Capacity 

Building 

The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit, 

Jakarta 6-7 Oktober 2022 

5 Science 20 1. Building Resilient Health System 1. Pre S20 Summit, Bali 27-28 Juli 2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

2. Advancing Sustainable Low Carbon Health 

System 

3. Bolstering Multi-, Inter-, and 

Transdisciplinary Science and Technology 

for Climate Change and Pandemic 

Preparedness 

4. Guarantee that People are at The Center 

5. Strengthening The Nexus Between 

Research-Policy-Practice for Climate 

Change and Pandemic Preparedness 

2. International Seminar IAP-AIPI-S20: Climate 

Change & Health, 30-31 Agustus 2022 

3. S20 Summit, Jakarta 20-21 September 2022  

6 Supreme Audit Institution 20 1. Accelerating Economic Recovery 

2. Supporting the Sustainable Development 

Goals 

 

1. SAI20 Technical Meeting, Bali, 26-27 Januari 

2022 

2. SAI20 Senior Officials Meeting, Labuan Bajo, 

Juni 2022  

3. SAI20 Seminar, Labuan Bajo, Juni 2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

4. SAI20 Summit, Bali, 29-30 Agustus 2022 

7 Think 20 1. Promoting Productivity 

2. Ensuring Sustainable and Inclusive 

Growth 

3. Increasing Resilience and Stability 

1. Inception Summit, 9-10 Februari 2022 

2. Task Force Conference, Februari – Agustus 

2022  

3. T20 Summit, 5-7 September 2022 

8 Urban 20 1. Urban Health and Social Inclusion 

2. Digitalization and Growth 

3. Energy Transitions 

1. Urban 20 Sherpa Meeting, Jakarta  23 - 24 

Maret 2022  

2. Urban 20 Mayor Summit, Jakarta 29 – 31 

Agustus 2022  

9 Women 20 1. Promoting Equality, Safety, and Welfare by 

Eradicating Discrimination and Inequality 

that Impairs Women’s Participation in the 

Economy 

1. Kick Off W20, Jakarta 22 December 2021  

2. W20 Summit, Danau Toba 19-21 Juli 2022 

3. Support for Ministerial Conference on Women's 

Empowerment, 31 Agustus - 1 September 

2022. 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

2. Achieving Economic Inclusion by 

Supporting MSMEs Owned and Managed 

by Women 

3. Addressing Vulnerability to Increase 

Resilience: Rural Women and Women With 

Disability  

4. Gender Equitable Health Response 

10 Youth 20 1. Youth Employment: Social Safety Nets for 

Informal and Non-standard Form of 

Employment, Youth Social 

Entrepreneurship 

2. Digital Transformation: Youth Roles in 

Digital Governance; Digital Financial 

Awareness   

1. Y20 Kick-Off Meeting, 19 February 2022 

2. 1st Priority Area Meeting: Youth Employment, 

Palembang 19-20 Maret 2022 

3. 2nd Priority Area Meeting: Digital 

Transformation, Lombok 23-24 April 2022 

4. 3rd Priority Area Meeting: Sustainable and 

Liveable Planet, Balikpapan 21-22 Mei 2022 
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NO KELOMPOK KERJA AGENDA PRIORITAS PERTEMUAN 

3. Sustainable and Liveable Planet: 

Safeguarding of Natural Capital; Circular 

Economy based on Sustainable Production 

and Consumption 

4. Diversity and Inclusion: Empowering 

Inclusivity Through Education; Youth in 

Creative Economy 

5. 4th Priority Area Meeting: Diversity and 

Inclusion, Manokwari 18-19 Juni 2022 

6. Y20 Summit 2022, Jakarta dan Bandung, 17-

24 Juli 2022 
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DAFTAR LEMBAGA TINGGI NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAMPU ENGAGEMENT GROUP  

KELOMPOK KERJA SHERPA TRACK PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022 

 

NO KELOMPOK KERJA LEMBAGA TINGGI NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAMPU 

1 Business 20 Kementerian Perdagangan 

2 Civil 20 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

3 Labour 20 Kementerian Ketenagakerjaan 
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NO KELOMPOK KERJA LEMBAGA TINGGI NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAMPU 

4 Parliament 20 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

5 Science 20 Badan Riset dan Inovasi Nasional 

6 Supreme Audit Institution 20 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

7 Think 20 Kementerian Perdagangan 

8 Urban 20 Kementerian Dalam Negeri 

9 Women 20 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

10 Youth 20 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 
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         ttd. 

 

AIRLANGGA HARTARTO 

 


